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PUTUSAN
Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

@U’ D
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan
mengadiliperkaratertentu pada
tingkatpertamadalamsidangMajelistelahmenjatuhkanputusansebagaiberikutdala
mperkaraCeraiGugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI/TKW, Pendidikan
SD tempatkediaman di KabupatenIndramayu,
sekarangsedangberada dan bekerja di Luar Negeri
denganalamat No.9 -42 Longs Heng Village, PrajaZaoqiao City,
Taiwan (R.O.C)., dalamhalinidikuasakankepada DARYANTO,
S.H.I,M.H., DAN REKAN, Advokat/Pengacaradan Konsultan
Hukum dari Kantor Hukum KLINIK HUKUM HWJ & PATNERS
yang beralamat di Klinik Hukum HWJ &Patners yang Jin.
WirapatiPerumGraha Arta Blok E No. 64, DesaSindang,
KecamatanSindang, Kabupatenindramayuberdasarkan Surat
Kuasa Khusustanggal 23 Juli 2021 yang telahterdaftar di
KepaniteraandenganNomor : 3506/2021 tanggal 22 September
2021, selanjutnyadisebutsebagaiPenggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggallahirindramayu 22 September 1975, umur 46
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani,
tempattinggal di Kabupatenindramayu,
selanjutnyadisebutsebagaiTergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajariberkasperkara;

Setelah mendengarketeranganPenggugat;

Telah memeriksabuktisurat dan saksi-saksi di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPenggugatdengansuratgugatannyatertanggal22
September 2021 yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama
Indramayudengan register perkaraNomor6114/Pdt.G/2021/PA.IM,
mengemukakandalil-dalilsebagaiberikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 27 Agustus 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, dan tercatat
dalam Akta Nikah Nomor : 323/84/VI111/1998;

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah
bercerai;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dirumah orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang
anak bernamaMalik Pahad Khan, yang lahir di Indramayu pada tanggal, 19
Januari 2014;

4. Bahwasatutahunlebihsetelahmenikah,
PenggugatberinisiatifuntukberangkatkeLuar Negeri demi
membantuperekonomiankeluarga, akhirnyasekitarbulandanuari 2000
Penggugatberangkatke Taiwan dan pulangke Indonesia pada bulanJanuari
2002, laluberangkatkembalike Taiwan pada bulan Mei 2002
sampaidenganbulanduni 2005, kemudianPenggugatberangkatuntuk yang
ketigakalinya pada bulanAgustus 2005 dan pulangke Indonesia pada bulan
September 2008, Selanjutnya pada bulanJanuari 2010
Penggugatberangkatkembalike Taiwan yang keempatkalinya dan pulangke
Indonesia pada bulanJanuari 2013

5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari
Tahun 2016,antaraPenggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang puncaknya pada bulanMaret 2017,
PerselisihantersebutdisebabkankarenaTergugattidakdapatmemenuhuikebut
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e uhanekonomikeluarga dan/ataunafkahkeluarga serta kebiasaan
burukTergugat yang seringminumminumankeras dan berjudi.

6. Bahwa demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau untuk masa
depan anak, Penggugat berinisiatif kembalidan bertekad mencari nafkah
keluar negeri (Taiwan) untuk yang ke Lima kalinya, oleh karenaitu,
Penggugat berangkat sekitar bulan Juni 2017 sampai sekarang Penggugat
menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan dengan Nomor Paspor
AT811244;

7. BahwaakibatrumahtanggaPenggugat dan Tergugat yang
seringterjadiperselisihan dan pertengkarantersebut, makaantaraPenggugat
dan
Tergugattelahberpisahtempattinggalsekitar4 Tahun6BulansejakbulanMaretta
hun 2017 sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan
keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai
tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa
terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan
perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwadalamperkara aquo,
Penggugattelahmenguasakankepadakuasahukum DARYANTO, S.H.I.,M.H.,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KLINIK HUKUM
HWJ & PATNERS yang beralamat di Klinik Hukum HWJ &Patners yang Jin.
WirapatiPerumGraha Arta Blok E No. 64, DesaSindang, KecamatanSindang,
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KabupatenindramayuberdasarkanSurat Kuasa Khusustertanggaltanggal 23 Juli
2021 yang telahterdaftar di KepaniteraandenganNomor : 3506/2021 tanggal 22
September 2021;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telahmemeriksasurat Kuasa
Penggugattersebutdiatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda PengenalAdvokat
(KTPA) yang bersangkutan,
sertatelahmempersilahkankepadaTergugatuntukmemeriksa Surat Kuasa
Penggugat dan Tergugatmenyatakanmenerimanya;

Bahwa pada sidang yang
telahditetapkan,Penggugatdiwakilikuasanyamenghadapkemukasidang dan
Tergugatsecarain person menghadapkepersidangan;

Bahwa, kemudianMajelis Hakim
berusahasemaksimalmungkinmendamaikan para
pihakdengancaramenasehatiPenggugatmelaluiKuasanyaagar
rukunkembalidalamrumahtangganamunusahatersebuttidakberhasil;

Bahwauntukmengoptimalkanupayaperdamaiantersebut,
KetuaMajelistelahmenunjuk H. Momon Abdurrahman, S.H. selaku mediator
untukmelakukanupayamediasi,

namuntelahternyataberdasarkanlaporantertulisdari mediator yang
bersangkutantertanggal 12 Oktober 2021
menyatakanupayamediasitelahdilaksanakan dan

tidakberhasilmencapaikesapakatandamai (gagal);

Menimbang,
bahwaselanjutnyapemeriksaanperkarainidilanjutkandenganmembacakansuratg
ugatantersebut yang isinyatetapdipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwaatasgugatanPenggugattersebut,
Tergugattelahmemberikanjawabansecaralisantanggal 02 November 2021
sebagaimanatercantumdalamberita acara persidanganperkaraini, yang pada
pokoknyaTergugatkeberatanatasgugatanPenggugat;

Menimbang,
bahwakuasaPenggugatdalamrepliknyasecaratertulissebagaimanatercantumdal
amberita acara persidanganperkarainisedangkanTergugatdalamdupliknyatetap
pada jawabannya;

Hal. 4dari21 Hal. PutusanNomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Bahwa pada
persidangankeenamselanjutnyaPenggugathadirdiwakiliKuasanya,
sedangkanTergugattidakhadirmeskipuntelahdiperintahkanuntukhadir pada
persidangantanggal 16 November 2021, dan, makakemudianMajelis Hakim
menundapersidangandengan agenda untukmemanggilkembaliTergugat;

Bahwa pada
persidanganketujuhPenggugathadirdiwakiliKuasanyasedangkanTergugattidakh
adirlagi dan tidak pula menyuruh orang lain
untukmenghadiripersidanganansebagai wakil atauKuasanya,
meskipunmenurutrelaasNomor6114/Pdt.G/2021/PA.IMtanggal17 November
2021 yang dibacakan di
dalamsidangternyataTergugatsudahdipanggilsecararesmi dan patut,
sedangkantidakternyatabahwatidakdatangnyaitudisebabkansuatuhalangan
yang sah ;

Bahwa oleh
karenaTergugattidakhadiruntukketigakalinyadalampersidangansecaraberturut-t
urutmakapersidangandilanjutkandenganpemeriksaanpokokperkara;

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalilgugatannya,
Penggugattelahmengajukanbuktisuratberupa :

I. Bukti Surat
1. FotokopiPasporNomor AT 811244 atasnama PENGGUGAT,
telahbermeteraicukup dan di-nazegeling, yang oleh

KetuaMajelistelahdicocokkandenganaslinyaternyatacocok, diberitanggal,
diberitanda P-1 dan diparaf;

2. FotokopiKutipanAkta Nikah Nomor 323/84/VI111/1998 tanggal 27 Agustus
1998 atasnama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT
(Tergugat) yang dikeluarkan oleh  Kantor Urusan Agama
KecamatanKrangkengKabupatenindramayuPropinsiJawa Barat,
telahbermeteraicukup dan di-nazegeling, yang oleh
KetuaMajelistelahdicocokkandenganaslinyaternyatacocok, diberitanggal,
diberitanda P-2 dan diparaf ;

Il. Bukti Saksi
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1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaanMengurusRumahTangga, bertempattinggal di
Kabupatenindramayu, telahmemberikanketerangan di

bawahsumpahyang pada pokoknyasebagaiberikut:

BahwaSa
- BahwasetelahmenikahPenggugatdenganTergugat di tempatkediaman
orang tuaPenggugat;
Bahwase
- BahwasemularumahtanggaPenggugatdenganTergugatberjalanrukun
dan harmonisnamunsejakbulanJanuari
2016rumahtanggaPenggugatdenganTergugatterusmenerusterjadipers
elisihan dan
pertengkarandisebabkanMasalahekonomiyakniTergugattidakdapatme
menuhuikebutuhanekonomikeluarga
dan/ataunafkahkeluargasertakebiasaanburukTergugat yang
seringminumminumankeras dan berjudi;
BahwaSa
- BahwasejakbulanMaret 2017,
Tergugatpergimeninggalkankediamanbersama,
tidakpernahkembalilagibersamaPenggugat dan
sampaisaatinimerekatelahberpisahselama 4 tahun 6 bulan dan
selamaberpisahantaraPenggugat dan
Tergugatsudahtidakadalagihubunganbaiklagi;
Bahwaup

2. SAKSI Il, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaanPetani,
bertempattinggal di Kabupatenindramayu, telahmemberikanketerangan di
bawahsumpahyang pada pokoknyasebagaiberikut:
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BahwaSa
- BahwasetelahmenikahPenggugatdenganTergugat di tempatkediaman
orang tuaPenggugat;
Bahwase
- BahwasemularumahtanggaPenggugatdenganTergugatberjalanrukun
dan harmonisnamunsejakbulandanuari
2016rumahtanggaPenggugatdenganTergugatterusmenerusterjadipers
elisihan dan
pertengkarandisebabkanMasalahekonomiyakniTergugattidakdapatme
menuhuikebutuhanekonomikeluarga
dan/ataunafkahkeluargasertakebiasaanburukTergugat yang
seringminumminumankeras dan berjudi;
BahwaSa
- Bahwapada sejakbulanMaret 2017
Tergugatpergimeninggalkankediamanbersama,
tidakpernahkembalilagibersamaPenggugat dan
sampaisaatinimerekatelahberpisahselama 4 tahun 6 bulan dan
selamaberpisahantaraPenggugat dan
Tergugatsudahtidakadalagihubunganbaiklagi;
Bahwaup

Bahwa, Penggugatmenyatakantidakakanmengajukanalatbuktilagi  dan
telahmencukupkanbukti-buktinyasedangkanTergugattidakpernahhadirlagi di
persidangansehinggatidakmenggunakanhak-haknya;

BahwaPenggugattelahmenyampaikankesimpulannyasecaralisan yang
pada intinyatetap pada pendiriannyasebagaimana yang
tercantumdalamsuratgugatanPenggugat dan

mohonputusandenganmengabulkangugatanPenggugattersebut;
Bahwauntukmempersingkaturaianputusaninicukupditunjukkepadahal-hals
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WP
ebagaimana yang tercantumdalamberita acara sidangperkaraini yang

merupakansatukesatuan yang tidakterpisahkandenganputusanini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan
tujuangugatanPenggugatadalahsebagaimanatersebut di atas;

Menimbang, bahwaberdasarkanpositagugatanPenggugat, Majelis Hakim
dapatmenyimpulkanbahwaperkaratersebutmengenaisengketaperkawinan yang
menjadiwewenangPeradilan Agama sebagaimana yang tercantumdalamPasal
49 Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006
tentangPerubahanatasUndangUndangNomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan
Agama dan PenggugattelahmendalilkanmengenaitempatdomisiliPenggugat
yang berada di wilayah  hukumPengadilan = Agama Indramayu,
makaberdasarkanketentuanPasal 73 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun
1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang
telahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan
perubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun
2009,makaPengadilan Agama Indramayuberwenangmenerima, memeriksa,
mengadili dan memutusgugatanPenggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebabantaraPenggugat dan
Tergugatterdapathubunganperkawinansebagaisuamiistri yang
belumpernahputus (bercerai),

makadapatdinyatakankeduanyamemilikikepentinganhukumuntukbertindakseba
gaipihakdalamperkaraini dan
mempunyaikualitasuntukmengajukantuntutandalamsengketabidangperkawinan,
sebagaimanadiaturdalamPasal 14 PeraturanPemerintanNomor 9 Tahun 1975
tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinanjo.Pasal 73 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989
tentangPeradilan Agama sebagaimana yang
telahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan
perubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggalpersidangan yang
telahditetapkanPenggugat dan
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e Tergugattelahdipanggiluntukmenghadapkepersidangan,
panggilantersebutdinilai oleh Majelis Hakim telahdilaksanakan oleh petugas
yang cakap dan dilakukansecararesmisertapatutsesuaidenganketentuanPasal
55 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3  Tahun 20086,
terakhirdenganperubahankeduaUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal
26 PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam,
ataspanggilantersebutkeduabelahpihakberperkaratelahhadirsecarapribadi  (in
person) di persidangan;

Menimbang, berdasarkanPasal 39 ayat (1) Undang-UndangNomor 1 Tahun
1974 jo.Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006,
terakhirdenganperubahankedualUndang-UndangNomor 50 Tahun2009
jo.Pasal 31 PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun1975 sertaPasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
telahberusahamendamaikandengancaramenasihatiPenggugatsupayabersabar
dan berupayasupayarukunkembalidenganTergugat;

Menimbang, berdasarkanPasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedurMediasi di Pengadilan,
bahwadalamperkaraperdataink/usifdidalamnyamengenaiperkaraperceraianwajib

dilaksanakanmediasi, karenannyaMajelis Hakim
telahmewajibkankepadakeduabelahpihak yang
berperkarauntukmenempuhmediasi, dan

untukkeperluanituKetuaMajelistelahmenunjuk H. Momon Abdurrahman, S.H.
selaku mediator dalamperkaraini;

Menimbang, bahwaberdasarkanlaporan proses mediasidari mediator
tersebuttanggal 12 Oktober 2021yang pada
pokoknyamenyatakanupayamediasidalamperkarainitelahdilaksanakantetapitida
kmencapaikesepakatandamai;

Menimbang, bahwadaridalil-daliigugatanPenggugattersebut,
dapatdisimpulkanbahwa yang
menjadialasandiajukannyaperkaraCeraiGugatiniadalahkarenaalasanperceraian
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sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintahnNomor
9 Tahun 1975 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinanjo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
yaituadanyaperselisihnan dan pertengkaranterusmenerusantarasuamiistri dan
tidakadaharapanlagiuntukkembalirukun;

Menimbang,
bahwauntukdikabulkannyagugatanperceraiankarenaalasansebagaimanaPasal
19 huruf (f) PeraturanpemerintanNomor 9 Tahun 1975
tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinanjo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

makaharusmemenuhibeberapaunsursebagaiberikut: (1
Rumahtanggasudahtidakharmonis, terusmenerusterjadiperselisihan dan
pertengkaran. (2) Perselisihan dan

pertengkarantersebutmenyebabkansuamiistritidakadaharapanuntukrukunkemba
li. (3) Pengadilansudahberusahamendamaikan, namuntidakberhasil;
Menimbang, bahwaatasgugatanPenggugat,

Tergugattelahmemberikanjawabansecaralisantanggal 02 November 2021
sebagaimanatercantumdalamberita acara persidanganperkaraini

Menimbang, bahwatelahternyataTergugattidak pula menyuruh orang lain
untukmenghadapsebagaikuasa/wakilnya yang
sahmeskipuntelahdiperintahkanuntukhadir dan dipanggilsesuaiketentuanPasal
55 Undang-undangNomor 7 Tahun 1989
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 26 PeraturanPemerintahNomor
9 tahun 1975, makasehubungandenganituberdasarkanketentuanPasal 127 HIR
jo.Pasal 81 Rv. Majelis Hakim
berpendapatpemeriksaanatasperkarainidilanjutkan di luarhadirnyaTergugat dan
diputussecaracontradictoir;

Menimbang,
bahwadalamundang-undangperkawinanterdapatprinsipmempersulitperceraiand

alamartianwarga negara Indonesia
tidakdapatmempermainkanlembagapernikahan yang
sakraldenganseenaknyamelakukanperceraiantanpaalasan yang
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P
e dibenarkanperaturanperundang-undangan,
sehinggawalaupunketidakhadiranTergugatsecaraformildapatdiartikanmenerima
dan membenarkandalil-dalilPenggugat,
namunkhususdalamkasus-kasusperceraianwajibmencarikebenaranmaterilbuka
nhanyasekedarkebenaranformildisampinguntukmenghindaritimbulnyakesepakat
anberceraitanpaalasan yang sahmenuruthukum dan

berdasarkanYurisprudensiMahkamah Agung Rl Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal

28 Nopember 1991 yang
menyatakanbahwatidaklahdibenarkandalamperkaraperceraiansemata-matadida
sarkan pada pengakuan dan atauadanyakesepakatansaja,
karenadikhawatirkantimbulnyakebohongan(de grotenlangen).
Begitupuladalamhukum Islam

pernikahanbukanlahsebagaiikatanperdatabiasaakantetapisebagaimitsaganghali
dhan (ikatan yang kokoh), sehinggabagisuamiistri haram
hukumnyaberceraitanpaalasan yang dibenarkan oleh hukum. Disampingitu,
berdasarkanPasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintahNomor9 Tahun 1975
tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinanmenentukanbahwagugatanperceraiankarenaalasanperselisi
han dan pertengkaran, Majelis Hakim
harusterlebihdahulumendengarkanketerangandaripihakkeluargaatau
orang-orang yang dekatdengansuamiistritersebut. Dengandemikian,
Penggugatdiwajibkanuntukmembuktikandalil-dalil yang
dikemukakannyasebagaimanaketentuanPasal163 HIR;

Menimbang, bahwaMajelissependapat dan
mengambilalihhujjahsyari'ahdalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang
untukselanjutnyadiambilalinsebagaipendapatMajelis yang Artinya :Apabiladia
(Tergugat) engganhadir, ataubersembunyiatautidakdiketahuialamatnya,
perkarainidapatdiputusberdasarkanbukti.

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalilgugatanya,
Penggugattelahmengajukanalatbuktiberupaalatbuktisurat yang
ditandaidengankode (P.1) dan

telahmenghadirkanalatbuktisaksidipersidanganyaitu: Kastem bin Dasima dan
Tanah bin Rasa;
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Menimbang, bahwabuktisuratberkode (P.1)
tersebutmerupakanfotokopisahdarisuatuaktaautentik,
telahdicocokkandenganaslinya, khususdibuatsebagaialatbukti,
telahdiberimeteraicukup dan telah di-nazageling,

makaberdasarkanketentuanPasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat
(3)Undang-UndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea MateraisertaPasal 2 ayat
(1) PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea
Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea
Materai, harusdinyatakanalatbuktitersebuttelahmemenuhipersyaratanformil dan
dapatditerima, dan
secaramateriildapatdipertimbangkankarenaalatbuktitersebutmemuatketerangan
yang menguatkan dan relevandengandalilgugatanPenggugat;

Menimbang, bahwaalatbuktikode P.1 merupakanaktaotentik yang
berdayabuktisempurna dan mengikat yang
memberibuktiPenggugatdenganTergugattelah dan
masihterikatdalamperkawinansah, dan telahsesuaidenganketentuanPasal 164
HIR jo.Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 7
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwasaksi-saksidariPenggugattelahmemberikanketerangan
di persidangansecaraterpisah dan telahmengucapkansumpahmenurut agama
yang dianutnya,
sedangkanadanyahubungandekatatauadanyahubungankeluargaantaraPenggug
at dan
saksi-saksimerupakanketentuankhususdalamperkaraperceraianatausengketam
engenaikedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuangdalamPasal 145 ayat
(2) HIR jo.Pasal 22 PeraturanPemerintahNomorNomor 9 Tahun 1975
tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan,
darikriteria-kriteriatersebutMajelis Hakim
menilaibahwasaksi-saksitersebuttelahmemenuhisyaratformilsebagaisaksi;

Menimbang, bahwauntukmemenuhisyaratmaterilalatbuktisaksi,
makaberdasarkanketentuanPasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR,
saksi-saksitersebutharusmemberikanketerangan yang dialami, didengar dan
dilihatsendiri, keterangan yang
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diberikantersebutharusmempunyaisumberpengetahuan  yang jelas dan

keterangan yang diberikan oleh saksiharussalingbersesuaiansatudengan yang

lain;

Menimbang, bahwadarisaksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis
Hakim menilaibahwaketerangan-keterangansaksi yang
memenuhisyaratmaterilsehinggadapatdinilaisebagaibuktiadalahsebagaiberikut:
1. BahwaPenggugat dan

Tergugattelahhidupbersamasebagaimanalayaknyasuamiistri dan
telahdikaruniaiseoranganak yang bernama : Malik Pahad Khan, lahirtanggal,
19 Januari 2014;

2. BahwarumahtanggaPenggugat dan
TergugatsaatinisudahtidakrukunkarenaantaraPenggugat dan
Tergugatterusmenerusbertengkar dan berselisih;

3. BahwapenyebabpertengkaranantaraPenggugat dan
TergugatkarenaMasalahekonomiyakniTergugattidakdapatmemenuhuikebut
uhanekonomikeluarga
dan/ataunafkahkeluargasertakebiasaanburukTergugat yang
seringminumminumankeras dan berjudi;

4. Bahwa pada sejakbulanMaret 2017
Tergugatpergimeninggalkankediamanbersama,
tidakpernahkembalilagibersamaPenggugat dan
sampaisaatinimerekatelahberpisahselama 4 tahun 6 bulan dan
selamaberpisahantaraPenggugat dan
Tergugatsudahtidakadalagihubunganbaiklagi;

5. Bahwakeluarga dan orang-orang
dekatsudahberupayamenasihatiPenggugatsupayamengurungkanniatnyaber
ceraidenganTergugat, namunPenggugattetapdenganniatnyatersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkandalil-dalildariPenggugat yang
dikuatkandenganbukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat,
sertakejadian-kejadian yang terjadiselamapersidangan, Majelis Hakim
telahmenemukanfakta-fakta dan akanMajelispertimbangkansebagaiberikut:
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e Menimbang, bahwaberdasarkanketerangan para saksi yang
dikuatkandenganalatbuktisuratberkode (P.1)
dapatdinyatakanterbuktibahwaPenggugat dan Tergugattelahterikatperkawinan
yang sahsejaktanggal 27 Agustus 1998.
Denganadanyafaktatersebutpemeriksaanperkaraperceraianinidapatdilanjutkank
arenaantaraPenggugat dan Tergugatmemilikihubunganhukumsebagaisuamiistri,
sehinggaPenggugatmempunyaikedudukanhukum(legal standing)
untukmengajukanperkarainikePengadilan Agama,
sebagaimanadiaturdalamPasal 14 PeraturanPemerintanNomor 9 Tahun 1975
tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinanjo.Pasal 73 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989
tentangPeradilan Agama sebagaimana yang
telahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan
perubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwaberkaitandengangugatanperceraian yang diajukan oleh
Penggugatsebagaiistri, Majelis Hakim
berpendapatbahwaperceraianmerupakanpintudaruratuntukmenyelesaikankonfli
kdalamsebuahikatanpernikahan, oleh
karenanyaperceraianhanyadibenarkandalamkeadaanterpaksa,
denganmemenuhipelbagaipersyaratantertentu,
terkaithaltersebutperaturanperundang-undangan yang
berkaitandenganperkawinantelahmembatasiwarga negara Indonesia
untukmelakukanperceraiankecualiapabilaterdapatalasanperceraiansebagaiman
a yang termaktubdalamPasal 19 PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975
tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinanjis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76
Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 34 ayat
(3) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;

Menimbang, oleh karenasuamiistridilaranguntukberceraitanpaalasan yang
sahmenuruthukum, makaMajelis Hakim akanmendalami,
apakahdalamrumahtanggaPenggugat dan
Tergugattelahadaalasanperceraiansebagaimana yang diperbolehkan oleh
hukum Islam dan atauperaturanperundang-undangan yang berlaku,
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selanjutnyadalamperkaraini,
Penggugattelahmendalilkanadanyaalasanperceraiansebagaimana yang
terdapat pada Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975
tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinanjo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, = bahwadariketerangan-keterangansaksitersebut,  Majelis
Hakim menemukanfakta-faktabahwadalamrumahtanggaPenggugat dan
Tergugatbenar-benarterusmenerusterjadipertengkaran dan perselisihan yang
mengakibatkanantarakeduanyasudahberpisahtempattinggal;

Menimbang, bahwadenganadanyafaktaPenggugat dan
Tergugatsudahberpisahtempattinggal, haltersebuttelahmenunjukanPenggugat
danTergugatsudahtidakmelaksanakankewajiban masing-masing
layaknyasuamiistri, yang mana
haltersebutbertentangandenganketentuanhukumperkawinanyaitumemerintahka
nsuamiistri agar hidup pada tempatkediamanbersama dan
tidakdibenarkanuntukhidupberpisahtempattinggal agar bisamenjalankantugas
dan kewajibansebagaisuamiistri, kecualiapabilaadaalasan yang
dapatdibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwahidupbersamamerupakan salah
satutolakukurrumahtangga yang
harmonissekaligussebagaitandakeutuhansuamiistri, oleh

karenaitufaktaadanyapisahtempattinggalmerupakanbentukpenyimpangandariko
nsepdasardibangunnyalembagapernikahan, agar
suamiistriutuhkompakdalamsegalaaktivitaskehidupanrumahtanggabukandenga

npolahidupberpisah. Disampingitu, Majelis Hakim
menilaibahwadengantelahpisahnyaPenggugat dan
TergugatmenjadikanpolakomunikasiantaraPenggugat dan

Tergugatsudahtidakbisadibangun,
padahaluntukmewujudkankehidupanrumahtangga yang
harmonisdiperlukankomunikasi yang baik,
baikdarisegikuantitasmaupunkualitasantarasuami dan istritersebut;

Menimbang, bahwaselama proses persidanganberlangsung, Majelis Hakim
telahmengupayakanperdamaiandenganmemberinasihatkepadaPenggugatsupa
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yabersabar dan berusaharukunlagidenganTergugat,
namunPenggugattetapdenganpendiriannyauntukberceraidenganTergugat. Hal
tersebutmenunjukanfaktabahwaPenggugattidakinginmeneruskanrumahtanggad

enganTergugat;
Menimbang, bahwaMaijelis Hakim dalamperkaraini juga
mempertimbangkanapakahrumahtanggaPenggugat dan

Tergugattersebutmasihdapatdipertahankanatautidak, karenanyaapabilaselama
proses persidangankeduabelahpihakatau salah
satupihaktidakbersedialagimeneruskankehidupanrumahtanggadenganpasanga
nnya, makaapabilarumahtanggatersebutdipaksakan,
akansulituntukmencapaivisimisimembentukrumahtangga yang sakinah,
mawadahwarahmah, karenakeduanyasudahtidakbisadisatukan, haliniterjadi
juga kepadarumahtanggaPenggugat dan Tergugat;

Menimbang,
bahwadenganadanyafaktaPenggugattidakinginmeneruskanrumahtanggadenga
nTergugatmenunjukanbahwarumahtanggaPenggugat dan
Tergugattelahpecahsedemikianrupa dan
tidakadaharapanakanhiduprukunlagidalamrumahtanggasebagaimanatujuanada
nyapernikahan;

Menimbang, bahwadenganadanyafakta-faktatersebut di atas,
apabiladihubungkandenganYurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandungabstrakhukum,
bahwaberselisih, cekcok, hidupberpisah,
tidakdalamsatutempatkediamanbersama, salah
satupihaktidakberniatuntukmeneruskankehidupanbersamadenganpihaklain,
halituadalahmerupakanfaktahukum yang
cukupuntukmenjelaskanadanyaperselisihan dan
pertengkarandalamrumahtanggaPenggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwaberkaitandenganalasanperceraiankarenaperselisihan
dan pertengkaran, makaberdasarkanPasal 22 ayat (2)
PeraturanpemerintahNomor 9 Tahun 1975
tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan,
bahwagugatanperceraiandapatditerimasetelahPengadilanmengetahuisecarajela
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smengenaisebab-sebabperselisihan dan pertengkaranitu.
BerdasarkanhaltersebutMajelis Hakim menilaibahwa yang
menjadipenyebabperselisihan dan pertengkaranantaraPenggugat  dan
TergugatadalahkarenaMasalahekonomiyakniTergugattidakdapatmemenuhuikeb
utuhanekonomikeluarga dan/ataunafkahkeluargasertakebiasaanburukTergugat
yang seringminumminumankeras dan berjudi,
keadaansepertitumembuathubunganPenggugat dan
Tergugattidakharmonissehinggamenimbulkanperselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwadarifaktaTergugatsebagaisuami malas
bekerjasehinggatidakdapatmemberinafkahkepadaPenggugatsebagaiistri,
makaMajelis Hakim memandangperlumengetengahkanpendapatahlihukum
Islam Dr.WahbahAzzuhailidalamkitabnyaal-figh al-islamwaAdillatuhu, Juz IX,
halaman 482 yang diambilalih oleh Majelis Hakim sebagaipendapatsendiri yang
menyatakansebagaiberikut:

L -

[
Artinya:

Ba
hwasesungguhnyakeadaansuamitidakmenjaminnafkahterhadapistrin
yaitumerupakanperbuatan yang sangat aniaya,
sehinggaistriberhakuntukmintaceraikepengadilandisebabkansuamiti
dakmampumenjaminnafkahnya.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat,
bahwadenganmeneruskanrumahtangga yang
sudahtidakterjalinharmonishanyaakanmembuat salah

satupihakataubahkankeduabelahpihakdalamkeadaanteraniaya(dzulm),
makahaltersebutmerupakanbuktiadanyakemudharatandalamrumahtanggaPeng
gugat dan Tergugat, makasudahsepatutnyakemudharatantersebutdihilangkan,
TerkaithaltersebutMajelis Hakim sependapatdenganpendapatahlihukum Islam
dalam kitab MadzaHurriyatAzzauzainiFiiAthalag, Juz 1, halama 83 yang
diambilalih oleh Majelis Hakim sebagaipendapatsendiri, yang
berbunyisebagaiberikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:  Islam memilihlembaga
talak/perceraianketikarumahtanggasudahdianggapgoncangsertadia
nggapsudahtidakbermanfaatlaginasehatperdamaian dan
hubungansuamiistrimenjaditanparuh (hampa)
sebabdenganmeneruskanperkawinanberartimenghukum salah
satusuamiisteridenganpenjara yang berkepanjangan. Hal
iniadalahaniaya yang bertentangandengansemangatkeadilan.

Menimbang, bahwasecarasosiologissuatuperkawinan yang
didalamnyaseringterjadiperselisihan dan
pertengkaranakansulituntukmewujudkanrumahtanggabahagia yang
penuhrahmah dan kasihsayangseperti yang

diharapkansetiappasangansuamiistri,
justrusebaliknyamempertahankanperkawinansepertiitu  (rumahtangga yang

sudahpecah/retak) bisamenimbulkan dan
mengakibatkanakibatnegatifbagisemuapihak dan
kesemuanyaitubisamendatangkanmudharat, oleh

karenaituharusdicarikemaslahatannya (yang terbaik), halinisesuai pula
dengankaidahfigh yang berbunyisebagaiberikut:

no- i - [ RS
F TR e L e M AR el LT & gD
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Artinya:  Menolakkesusahan (mudhafat) ituharusdidahulukan (diutamakan)
daripadamengambilkemaslahatan.

Menimbang, bahwauntukkemaslahatanPenggugat dan
Tergugatmakajalanperceraianmerupakanpilihan yang terbaikbagiPenggugat dan
Tergugatsertadenganfakta-fakta yang telahdipertimbangkantersebut di atas,
Majelis Hakim
menilaibahwaunsur-unsuruntukdikabulkanyasebuahperceraianberdasarkanPas
al 19 huruf (f) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;

Menimbang, bahwahukumperceraianmenurut Islam berkisar pada hukum
haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan
dalamperkarainiperceraianmenjadidiperbolehkan, dan oleh
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karenalmsakbilMa'ruftidakberhasilmakaperceraiandianggapsebagai Tasrih bi
lhsan;

Menimbang, oleh
karenaPenggugattelahberhasilmembuktikanadanyaalasanperceraiansesuaiden
ganPasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
sedangkanusahaperdamaiansesuaidenganPasal 130 HIR dan
PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di
PengadilantidakdapatdilaksanakankarenaTergugattidakpernahhadir dan
usahadamai oleh Majelis Hakim sesuaiPasal 82 ayat (2) Undang-UndangNomor
7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat
(1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975
ternyatatidakberhasil (telahgagal), oleh karenanyaMajelis Hakim
berkesimpulangugatanPenggugat pada petitumangkal (satu) dan 2 (dua)
dalamsuratgugatannyadapatdikabulkan;

Menimbang, bahwadikarenakanperkarainimerupakanCeraiGugat yang
diajukan  oleh istrikePengadilan = Agama, makadenganpertimbangan-
pertimbanganhukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan
talaksatubainshughradariTergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat
(PENGGUGAT), dimanaperceraianantaraPenggugat dan
Tergugattersebutdijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimanamaksudPasal
119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwahaltersebuttelahrelevandenganpendapatahli Hukum
Islam AssayidSabiq, dalamkitabnyaFigh As-Sunah, Jilid 1l, halaman 248 yang
diambil oleh Majelis Hakim sebagaipendapatsendiri yang

menyatakansebagaiberikut:
VL YOG ¢ gl lrel ol gl By U s Lalses cad 1303
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b
Artinya:  Apabilagugatanistri di depan hakim
telahterbuktiberdasarkanketeranganbuktidariistriataukarenatelahada

pengakuandarisuami,
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sedangkanpenderitaanistritumembuatnyatidaksangguplagiuntukmel
anjutkanhidupbersamasuami dan
antarakeduanyasudahtidakbisadidamaikanlagi, maka hakim
wajibmenceraikannyadengan talak bain.

Menimbang, bahwasetelahputusaniniberkekuatanhukumtetap,

makabagiPenggugatterdapatwaktutunggu (masa iddah) selamatiga kali suci
(sekurang-kurangnyasembilanpuluhhari)

dikarenakanperceraiantersebutba dadukhulsebagaimanamaksudPasal 153 ayat
(4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa
tunggutersebutPenggugatwajibmenjagadirinya, tidakmenerimapinangan dan
tidakmenikahdenganprialain, halinisebagaimana yang telahditentukan pada
Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwadalambidangperkawinan, inklusifdi
dalamnyaperkaraperceraianmakamenurutPasal 89 ayat (1)
Undang-UndangNomor 7  Tahun 1989  tentangPeradilan  Agama
sertaberdasarkanazas/ex spesialisdrogat lex
generalismakabiayaperkaradibebankankepadaPenggugat yang
jumlahnyasepertitercantumdalamdiktumamarputusanini;

Mengingatsegalaperaturanperundang-undangan yang
berlakusertadalil-dalilsyar’i yang berkenaandenganperkaraini;

MENGADILI
1. MengabulkanGugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadapPenggugat (PENGGUGAT);
3. MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp
670000,- (enam ratus tujuhpuluhribu rupiah);

DemikianlahdiputuskandalammusyawarahMajelis Hakim  Pengadilan
Agama Indramayu pada hariSelasatanggal23 November
2021Masehibertepatandengantanggal17 Rabiul Akhir 1443Hijriah oleh Drs. H.
MUSTHOFA KAMAL, M.H.sebagaiKetuaMajelis, Drs. NOER ROHMAN dan H;.
RIZKIYAH, S.Ag., MH.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusantersebutdiucapkan pada hariitu juga dalamsidangterbukauntukumum
oleh KetuaMajelisbesertapara HakimAnggotatersebut, dan didampingi oleh
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MOHAMMAD RAMDANI, S.H.sebagaiPaniteraPengganti, dengandihadiri oleh

Kuasa Penggugat di luarhadirnyaTergugat.

Hakim Anggota, KetuaMajelis,
Drs. NOER ROHMAN Drs. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H.
Hakim Anggota,

Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.l.

PaniteraPengganti,

MOHAMMAD RAMDANI, S.H.

Rincianbiaya:
1. BiayaPendaftaran :  Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan :  Rp. 20.000,-
4. BiayaPanggilan : Rp. 550.000,-
5. BiayaRedaksi : Rp. 10.000,-
6. BiayaMeterai : Rp. 10.000,-
JUMLAH :  Rp.670.000,-

(enam ratus tujuhpuluhribu rupiah).
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